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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. P2TPA Rekso Dyah Utami memberikan pelayanan terhadap kelompok 

rentan KDRT karena kelompok rentan khususnya perempuan korban 

KDRT belum mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan yang 

dibutuhkan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kelompok rentan yang 

belum tersentuh atau belum mendapatkan akses pelayanan publik seperti 

masyarakat pada umumnya. Meskipun sudah dibentuk beberapa lembaga 

baik lembaga pemerintahan maupun swasta, namun kasus kekerasan yang 

terjadi masih tetap tinggi. Di DIY, lembaga penanganan kasus kekerasan 

terhadap perempuan masih terbilang cukup sedikit, sehingga pemerintah 

DIY berupaya untuk membentuk suatu  lembaga yang mampu 

memberikan penanganan dan pelayanan terhadap korban kekerasan 

khususnya perempuan. Disamping karena semakin meningkatnya kasus 

kekerasan yang ada, dibentuknya lembaga P2TPA Rekso Dyah Utami ini 

juga dilandasi karena banyaknya tuntutan dari masyarakat serta LSM-LSM 

yang ada untuk segera dibentuk lembaga pemerintah khusus menangani 

korban kekerasan. 
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2. Pelayanan yang diberikan P2TPA Rekso Dyah Utami meliputi pelayanan 

pengaduan atau laporan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi 

sosial, pelayanan bantuan hukum, serta pelayanan pemulangan dan 

reintegrasi sosial. P2TPA Rekso Dyah Utami dalam memberikan 

pelayanannya tidak terbuka bagi umum. Tidak terbuka disini, 

dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin kerahasiaan korban karena 

menyangkut nama baik korban bahkan keselamatan dari korban itu sendiri. 

Seperti diketahui bahwa dalam pelayanan kelompok rentan KDRT ini 

memang berbeda dengan pelayanan publik pada umumnya, sebab 

pelayanan terhadap korban KDRT merupakan hal yang privasi dan tidak 

untuk dipublikasikan. Sehingga disini, hanya pihak-pihak tertentu saja 

yang dapat mengakses informasi terkait dengan data-data korban. Di 

dalam memberikan pelayanan, P2TPA Rekso Dyah Utami juga mengalami 

beberapa hambatan, diantaranya keterbatasan SDM, keterbatasan waktu, 

keterbatasan ruang, keterbatasan ruang perpustakaan, serta tidak adanya 

perkumpulan para korban pasca penanganan. Namun ada pula faktor 

pendukung dalam pelayanan yaitu penanganan yang komprehensif dan 

pembiayaan yang cukup memadai. 

B. Implikasi 

Dengan adanya pelayanan yang diberikan P2TPA Rekso Dyah Utami, 

memberikan dampak positif dimana kelompok rentan khususnya perempuan 

korban KDRT memperoleh pelayanan sesuai dengan yang mereka butuhkan. 

Selain itu, dengan adanya P2TPA Rekso Dyah Utami ini dapat mendorong 
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pemerintah untuk lebih meningkatkan pelayanannnya tidak hanya untuk 

masyarakat umum, namun juga dikhususkan bagi kelompok rentan. Pelayanan 

P2TPA Rekso Dyah Utami juga mendorong pemberdayaan secara personal 

bagi individu yang mengalami kekerasan khususnya KDRT, sebagaimana 

yang telah diterima oleh Ibu Eneng dan Ibu Fitri selaku klien atau korban yang 

telah mendapatkan pelayanan P2TPA Rekso Dyah Utami. 

C. Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka untuk memperbaiki 

kelemahan-kelemahan yang ditemukan dan untuk mengoptimalkan pelayanan 

P2TPA Rekso Dyah Utami terhadap kelompok rentan KDRT, maka peneliti 

merekomendasikan beberapa saran antara lain: 

1. Perlu dilakukan rekrutmen atau penambahan SDM khususnya untuk 

tenaga konselor sehingga SDM yang ada tidak terlalu minim. 

2. Perlunya perhatian Pemerintah dalam hal peningkatan kualitas pelayanan 

di bidang kelengkapan sarana dan prasarana (penambahan ruangan 

konseling, shelter, dan ruang perpustakaan beserta koleksi buku dan 

literatur yang lebih lengkap). 

3. Perlu diadakan perkumpulan atau pertemuan berapa bulan sekali dari para 

korban khususnya yang telah selesai penanganan kasusnya, untuk bisa 

saling sharing, tukar pikiran dan saling menguatkan satu sama lain. 

4. Perlu dikembangkan program-program pemberdayaan perempuan yang 

lebih luas lagi, tidak hanya sebatas pemberdayaan psikologis dan 

pemberdayaan hukum saja, kalau bisa dikembangkan sampai ke 
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pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dalam satu atap di P2TPA 

Rekso Dyah Utami. 
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